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Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan vaksinasi Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia, Menteri Kesehatan 

menetapkan Jen1s vaksin dengan memperhatikan 

pertimbangan Komite Penanganan Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 

2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 

tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi 

Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19), perlu menetapkan Keputusan 

Menteri Kesehatan tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk 

Pelaksanaan V aksinasi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19); 

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah 

Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3237); 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5063); 

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Peneta.pan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dart/ atau Dalam 

rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem 

Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang 

Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam 

Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 227); 

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 

tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Dalam Rangka 

Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1229) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2020 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan 

Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1266); 
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MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN MENTER! KESEHATAN TENTANG PENETAPAN 

JENIS VAKSIN UNTUK PELAKSANAAN VAKSINASI CORONA 

VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19). 

Menetapkan jenis vaksin Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19) yang diproduksi oleh PT Bio Farma (Persero), AstraZeneca, 

China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), 

Moderna, Pfizer Inc. and BioNTech, dan Sinovac Biotech Ltd., 

sebagai jenis vaksin COVID-19 yang dapat digunakan untuk 

pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. 

Jenis vaksin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU 

merupakan vaksin yang masih dalam tahap pelaksanaan uji 

klinik tahap ketiga atau telah selesai uji klinik tahap ketiga. 

Penggunaan vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum KESATU hanya dapat dilakukan setelah mendapat Izin 

Edar atau persetujuan penggunaan pada masa darurat 

(emergency use authorization) dari Badan Pengawas Obat dan 

Makanan. 

Menteri dapat melakukan perubahanjenis vaksin Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum KESATU berdasarkan rekomendasi dari Komite 

Penasehat Ahli Imunisasi Nasional (Indonesian Technical 

Advisory Group on Immunization) dan memperhatikan 

pertimbangan Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. 

Pengadaan vaksin sesuai dengan jenis vaksin Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum KESATU: 

a. untuk kebutuhan pelaksanaan vaksinasi program 

dilakukan oleh Menteri Kesehatan; d_an 

b. untuk kebutuhan pelaksanaan vaksinasi mandiri 

dilakukan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara. 



-4-

KEEN AM Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 3 Desember 2020 

MENTER! EHATAN 

REPUBLIK 

AGUS PUTRANTO 




